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NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA STUDIO PRODUKS! ROTE

TENTANG

KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
SERTA PEMILINAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

No. Bawaslu Kab, Rote Ndao —  194/PM.04/K.NT-13/08/2022
No. RRI SP Rote ' BOSIIRRI-KPGIKAI08/2022

Pada har ini, Sabtu Tanggal Dua Pulub Tujuh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua
borlempal di- Aula Holel Videsy Ba'a, dalam rangka kerjasama Pengawasan Partisipalif Penyelenggaraan
Pemilinan Umnum yang dalam hal inl dimaksudkan yailu KERJASAMA PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD,
DPRD PROVING DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 berdasarkanUndang-Undang Nomor 7
Fahun 2017 tentang Pemilihan Urnmurm (Pemilu) di Kabupaten Role Ndao, maka kami yang bertanda tangan
(i bawah Inl:

1. Tarsls Toumeluk, SH selaku Kolua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupalen Rote Ndao
gelanjulnya disebut gebagal PIHAK 1, dalam hal ini berindak untuk dan atas nama Badan
Fengawat Pemilihan Umam Kabupaten Role Ndao berkedudukan di Jalan Mokdale-Lekunik Ba'a,
Kelurahian Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Role Ndao,

2. Ida Ayu Evi Handayani, SH.MH selaku Kepala LPP RRI Kupang selanjulnya disebul sebagai
PIMAK I, dalam hal inl bertindak untuk dan atag nama LPP RRI SP Role, berkedudukan di Jalan

kit adio Mo, Kabupaten Role Ndao,

eschua bistah pihak sopakat untuk molakukan kerjasama dalam bidang Pengawasan Pemilu dan Pemilihan

yang Qiatur dalam kelentuan sebagal bernkul | o
1 Bahwi Pemilihan Umnum Prosiden dan Wakll Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD

Kabupaten/iola sorta emilihan Gubemur dan Wakil Gubernur dan Bupall- dan Wakil Bupali
Fahun 2024, wajib diawash oleh Dawasly Provinsl, Bawasl Kabupaten/Kola serta |ajarannya

ditingkal bawdh
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2.

Bahwa Organisasi Masyarakat Sipil, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi dan Organisasi
Kemasyarakatan Pemuda memiliki keterkaitan tugas dan peran di dalam mongawasik proses
penyelenggaraan dan berpartisipasi secara aklif,

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dipandang
perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao dengan LPP RRI SP RRI Rote, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kola serta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024,

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut;
1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupali, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Keliga atas UndangUndang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 lentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikola Menjadi Undang-
Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraluran
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,

Wewenang, Organisasl, dan Tata Kerja Sekretarlat Jenderal Badan Pengawas Pemlliihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsl, dan Sekretarlat Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

BABI
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1
1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan kerjasama Pengawasan
Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Rote Ndao.

2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Pengawasan Partisipalif dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi
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dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan

: Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil
Bupati Tahun 2024di Kabupaten Rote Ndao. el

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PIHAK | dan PIHAK Il dalam
Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilinan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur dan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam setiap tahapan penyelenggaran pemilu.

Pasal 3
Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil
Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (sebagaimana akan dicantumkan dalam Lampiran Nota
Kesepahaman).

Pasal 4
Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi
Pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR,
DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur dan
Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

BABII
BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 5
PIHAK | dan PIHAK Il melakukan Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan
Gubemur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Pasal 6
PIHAK | dan PIHAK Il melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Pengawasan Partisipatif dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Pasal 7

1) PIHAK I dan PIHAK Il melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait
Pengawasan Partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubemur dan Wakil
Gubemur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

2)  Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop,
dan pembuatan alat peraga atau poster dan Kegiatan lainnya terkait Pengawasan Parﬁsipatff qalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi daq
DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur dan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024.
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Pasal &

PIHAK | dan PIHAK Il menyampaikan informasi cpatilz selame peizksaraar Noiz “esecararar n
ditemukan adanya dugzan pelzn caaran termadag pelaksznzan ci calam oroses Er:.z:er “gmie &
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR. ] 0 .“'7 insi dan OFRD “ancaenoes
serta Pemilinan Gubemur dan wf/am, Gubemur dan Bupati dan Wakil Supati Tatur 4'.”-' (ICALE SAcar
Pengawas Pemilihan Umum Kzbupaten Rote Ndzo dan informasi tersebut mes JcEkar riorTes aed a3y
akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undzngzan YENG CerEkl
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BABIV
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal ¢
Di dalam melaksanakan nota kesepa'n man ini PIHAK I memilili tugas dan tangqu

Llase

b Memberikan mformasn dan bimbmgan t—kn dalam rangka peningiatan kusiitas sumier cayz.

¢. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanzzan notz keseoahaman ini
Pasal 10
Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK Il memiliki tugas dan tanggung jawsh uniic
a. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhzdzp Pemiinzn Umum Prasiden dan Wakd

Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kotz sez Pemiinan Gudemur gan Waki
Gubemur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 202441 Kz e N

b. Memberikan sosialisasi pengawasan partisipatif
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melzkuka
terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil den, DPR, DPD,
Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubemur dan Wakil Cubemur dan Bupat
2024di Kabupaten Rote Ndzo.

c. Turut berpartisipasi dalam pembinaan dan bimbingan teknis da'am rangka penngiaian waias
sumber daya.

d. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoing dan evaluasi teadap pelzisanaan nota
kesepahaman ini.

BABV
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 11

Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaian ke

alamat yang tersebut di bawah ini :

a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Jalan Mokdals-Lekunik Ba'a, Kelurahan
Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao.

b. LPP RRI Kupang berkedudukan di Jalan Tom Pello No.8 Kupang Provinsi NTT Dalam ha! teqad;
perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perubahan tersebut dibertahukan
secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (ima) han kena
sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;

c. Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibertahukan, maka surat
menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan
semestinya jika dikiimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

d-
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BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12
P‘erbeda.an pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan
diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB Vii
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akandiatur dan ditentukan lebih lanjut
berdasarkan kesepakatan PIHAK | dan PIHAK I1.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 14
Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PIHAK IdanPIHAK Il dan berlaku selama Kegiatan
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi
dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2024.

Pasal 15
Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana
disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

PIHAK | PIHAK ||
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